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ABSTRAK 

KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam 

pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Permasalahan dalam ini adalah 

bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dimutilasi di Indonesia, 

apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dengan mutilasi dalam 

pandangan ilmu krimonologi, bagaimana pertimbangan hukum hakim  terhadap 

tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi dalam Putusan Nomor 

535/Pid.B/2019/PN.Mlg.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif 

yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar 

pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah 

data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Penelitian kepustakaan (library research).Pengaturan tindak pidana 

pembunuhan yang dimutilasi di Indonesia belum ada undang-undang maupun 

peraturan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan dengan mutilasi. Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak ada ketentuan khusus 

tentang tindak pidana mutilasi tetapi yang ada hanya tentang tindak pidana 

pembunuhan pada umunya saja sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan 

Pasal 340 KUHP.Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dengan 

mutilasi dalam pandangan ilmu krimonologi dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor, 

yakin faktor intrinsik (intern) dan faktor ekstrinsik (ekstern). Faktor intrinsik 

(intern) yaitu: faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor intellegence, 

faktor usia, dan faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor ekstrinsik (ekstern) yaitu: 

faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan 

faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil 

penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memberikan 

putusan terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi adalah perbuatan terdakwa 

merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, kejahatan 

yang mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat. 

Kata Kunci: Pembunuhan, Mutilasi, Kriminologi 

 

ABSTRACT 

The Criminal Code itself still includes mutilation murder in ordinary 

murder or premeditated murder. The problem in this is how to regulate the crime 

of murder with mutilation in Indonesia, what are the factors causing the crime of 

murder by mutilation in the view of crimonology, how are the judges' legal 
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considerations for the crime of murder accompanied by mutilation in Decision 

Number 535/Pid.B/2019/ PN.Mlg. The research conducted is normative research, 

namely research that uses laws and regulations as the basis for solving the 

problems raised. The data used is secondary data and the data collection method 

used in this research is library research. There are no laws or regulations that 

specifically regulate the crime of mutilation in Indonesia. In the Indonesian 

Criminal Code (KUHP), there are no specific provisions regarding the crime of 

mutilation but only about the crime of murder in general, as regulated in Article 

338 of the Criminal Code and Article 340 of the Criminal Code. The view of 

crimonology can be divided into 2 (two) factors, certain intrinsic factors 

(internal) and extrinsic factors (external). Intrinsic factors (internal), namely: 

urgent economic needs, intelligence factors, age factors, and gender factors. 

While the extrinsic factors (external) are: educational factors, social factors, 

environmental factors, work factors, and the weakness of the community's 

environmental security system. Based on the results of the study, it is understood 

that the judge's legal considerations in giving a decision against the perpetrator 

of a murder by mutilation is that the defendant's act is a very heinous and 

inhumane act, a crime that threatens and endangers people's lives.  

Keywords: Murder, Mutilation, Criminology. 

 

 

Latar Belakang  

Penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum itu 

sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu negara. 

Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau 

mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran 

hukum akan atau mungkin dilanggar. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945  (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 

dijelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada 

kecualinya. Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam 

penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak 

hukum dalam melaksanakan tugasnya.  

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia 

adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Sebagai negara hukum maka 

Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara menjamin segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum 

atau supremasi hukum yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi didalam negara. 

Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan 

melalui proses peradilan. 

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia 

tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi 

perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis 
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moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan 

terhadap dampak fenomena ini.  

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan 

masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia 

hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara kebutuhan yang 

satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang sering bertentangan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan 

berbuat. 

Sikap dan perbuatan seseorang agar tidak merugikan kepentingan dan hak 

orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu 

sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam 

rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu 

terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk didalam hukum pidana. 

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan 

dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang 

melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi 

atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang 

berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. 

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh 

Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang 

dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan bukan merupakan peristiwa 

hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. 

Kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan 

dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya 

dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. 

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena 

sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu ditemui 

bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini. Seseorang  demi 

memenuhi kebutuhan hidupnya tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. 

Sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur 

keamanan dan ketertiban umum. 

Kejahatan adalah suatu bentuk saja dari pelanggaran kaidah sosial. 

Pelanggaran ditentukan dalam batas nila-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu 

masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda 

dinilai tinggi dan mencuri serta membunuh dinilai sebagai pelanggaran. 

Salah satu jenis kejahatan yaitu kejahatan terhadap nyawa  berupa 

penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan 

yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Nyawa dimaksudkan 

adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Dalam kehidupannya 

manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian 

Tuhan tersebut. Akibat dari tindak pidana terhadap nyawa di sini adalah hilangnya 

nyawa dan orang atau matinya orang lain dan tindak pidana ini disebut sebagai 

pembuhan serta akibat yang timbul merupakan syarat mutlak. 

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami 

perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari 
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cara yang paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. “Pembunuhan berarti 

menghilangkan nyawa yang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia”.  

Seiring dengan kehidupan manusia yang semakin lama semakin 

berkembang, tindak pidana pembunuhan juga mengalami perkembangan dalam 

modus operandi yang dilakukan. Tindak pidana pembunuhan tidak lagi dengan 

dibunuh kemudian membuang mayat korbannya, akan tetapi semakin berkembang 

dengan cara yang lain seperti membakar mayat korban atau memotong-motong 

tubuh korban menjadi beberapa bagian kemudian membuangnya atau biasa 

disebut dengan istilah mutilasi. Pembunuhan mutilasi sendiri adalah kejahatan 

menghilangkan nyawa manusia dengan memotong-motong tubuh korban 

dikarenakan adanya rasa tidak puas apabila korban tidak menderita, dalam aksinya 

pelaku menggunakan berbagai cara dan teknik yang dijalankan demi menghabisi 

nyawa korban yaitu dengan cara dipukul, menggunakan benda tumpul, d cekik, 

ditusuk sampai korban tidak bernyawa lagi untuk menghilangkan jejaknya maka 

korban memutilasi. Dalam tindak pidana pembunuhan mutilasi tersangka 

melakukan mutilasi dengan memotong-motong tubuh korban agar perbuatan 

tersangka tidak diketahui orang lain. 

Tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dilakukan karena 

tersangka ingin menutupi perbuatannya agar tidak diketahui orang lain. Kata 

mutilasi sendiri sering dipakai oleh media massa untuk menggambarkan tindakan 

pembunuhan yang disertai kekerasan berupa memotong bagian-bagian tubuh 

korban, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri 

mengartikan mutilasi dengan tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh 

manusia atau hewan.  

Kejahatan mutilasi biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis 

pelaku, dimana pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, kejahatan 

memutilasi merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, 

dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka 

dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui 

keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan menghambat penyidik untuk 

mengungkap identitasnya.  

Dilihat dari sisi ilmu kriminologi, secara definitif yang dimaksud dengan 

mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya 

oleh sebab yang tidak wajar. Sebagai suatu konteks tindak kejahatan biasanya 

pelaku melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi 

antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali 

dengan alasan-alasan tertentu. 

Alasan-alasan dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap 

korban tentunya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu pula. pelaku menderita 

gangguan jiwa, sejenis sadis. Pelaku terpuaskan bila orang lain menderita, 

terbunuh, terpotong-potong. Ini bisa diketahui dengan hanya melihat potongan-

potongan tubuh tersebut. Umumnya kalau motif yang dilatarbelakangi oleh motif 

cinta, potongannnya adalah di bagian-bagian genetalia seperti payudara, penis, 

dan yang lain. Namun kalau motifnya dendam, umumnya yang dimutilasi adalah 

bagian kepala.  
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Kedua motif ini biasanya dilakukan dengan sengaja dan terencana yang 

disebabkan oleh rasa tidak puas pelaku mutilasi terhadap korban. Terlepas dari 

semua hal itu, kejahatan mutilasi sering sekali terjadi dilakukan oleh orang-orang 

yang memang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak 

memotong-motong tubuh korbannya, pelaku sering sekali tidak puas untuk 

menyelesaikan kejahatannya.  

Motif utama mutilasi adalah menghilangkan identitas korban sehingga 

identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya. Menghilangkan identitas dengan 

cara memotong-motong tubuh juga mencerminkan kepanikan pelaku. Usai 

melakukan mutilasi, pelaku biasanya panik dan mencari jalan pintas untuk 

menyelamatkan diri.  

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini 

dalam konstruksi hukum pidana Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal 

yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan 

secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, 

yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara.  

Perkembangan kejahatan seperti dalam tindak pidana pembunuhan 

mutilasi juga membuat perkembangan dalam pemberian hukuman terhadap 

tersangka pembunuhan mutilasi. Pemberian hukuman untuk menjatuhkan 

hukuman terhadap tersangka pembunuhan mutilasi tidaklah mudah. Pembunuhan 

mutilasi dianggap tidak berbeda dengan pembunuhan biasa. Dalam pembunuhan 

mutilasi sering kali sulit menentukan apakah mutilasi itu termasuk dalam 

pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, menginggat mutilasi adalah cara 

yang dipakai untuk mengaburkan pembunuhan yang dilakukan. 

Tindak pidana pembunuhan mutilasi sulit untuk diungkap karena 

pengaburan kejahatan yang dilakukan. KUHP sendiri masih memasukkan 

pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, 

dilihat dalam kasus apakah tersangka memutilasi korban dengan direncanakan 

terlebih dahulu ataukah dilakukan secara spontan. Kepolisian dalam melakukan 

penyidikan harus secara cermat dan teliti, karena karakteristik pembunuhan 

mutilasi sendiri. Hakim harus menggali fakta-fakta dalam persidangan sehingga 

dapat membuktikan apakah pembunuhan mutilasi tersebut masuk ke dalam 

pembunuhan biasa yang dilakukan secara spontan untuk memutilasi korban, atau 

tindak pidana pembunuhan mutilasi dilakukan dengan rencana terlebih dahulu 

untuk memutilasi tubuh korban. Hukum pidana sendiri adalah alat atau instrumen 

yang penting dalam proses pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi. 

Hukum pidana adalah instrumen yang dampaknya jauh ke dalam kehidupan setiap 

orang yang bersentuhan dengannya. 

Dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana pembunuhan 

mutilasi sangat besar, pembunuhan yang dilakukan dulu masih secara 

konvensional seperti pembunuhan tanpa disertai dengan mutilasi sebagai upaya 

untuk mengaburkan kejahatan, sekarang sudah dianggap sangat biasa. Seiring 

dengan berkembangnya kehidupan manusia pembunuhan yang dilakukan 

pembunuhan yang dilakukan semakin berkembang dengan memutilasi tubuh 

korban sehingga pelaku semakin sulit untuk dilacak. Tubuh korban yang 
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dipotong-potong dan ditemukan dalam kondisi yang terpisah. Upaya hukum yang 

dilakukan untuk kejahatan pembunuhan mutilasi ini harus dilakukan secara 

preventif dan represif. 

Salah satu kasus pembunuhan sadis dengan mutilasi seperti dalam putusan 

Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN Mlg yang dilakukan 

Sugeng Santoso dengan posisi jongkok menghadap ke kepala Korban Mrs. X 

(perempuan yang tidak diketahui identitasnya) yang masih dalam keadaan tertidur 

kemudian Sugeng Santoso membungkam mulut korban Mrs. X selanjutnya 

langsung menggorok leher Korban Mrs. X saat itu kedua tangan dan kedua kaki 

Korban Mrs. X kejang-kejang namun Sugeng Santoso tetap meneruskan 

memotong leher Korban Mrs. X hingga akhirnya kepala dan tubuh Korban Mrs. X 

menjadi putus. 

Setelah kepala dan tubuh Korban Mrs. X terputus kemudian terdakwa 

Sugeng Santoso mengambil tas kresek warna putih dan memasukkan kepala 

Korban Mrs. X yang sudah terputus ke dalam tas kresek kemudian terdakwa 

Sugeng Santoso merangkap bungkusan kresek putih dengan menggunakan tas 

kresek warna hitam, kemudian terdakwa Sugeng Santoso mengambil air kencing 

milik terdakwa Sugeng Santoso yang sudah di botol kemudian terdakwa Sugeng 

Santoso siramkan ke darah bekas korban Mrs. X yang menggenang di atas tempat 

tidur, kemudian terdakwa Sugeng Santoso mengangkat tubuh Korban Mrs. X 

yang sudah tanpa kepala menuju kamar mandi dengan cara menyeret tubuh 

Korban Mrs. X dengan memegangi kaki Korban Mrs. X. 

Hukum pidana adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan. 

Fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah 

mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. 

Hukum pidana berperan untuk memberikan hukuman bagi tersangka dan 

memberikan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Hukum pidana 

merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat. 

Hukum pidana sangat penting keberadaannya untuk mewujudkan kehidupan 

masyarakat yang aman dan sejahtera. Penegakan hukum pidana harus dilakukan 

secara maksimal agar penanggulangan kejahatan dapat terealisasi.  

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dimutilasi di 

Indonesia ?. 

2. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dengan mutilasi 

dalam pandangan ilmu krimonologi ?. 

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim  terhadap tindak pidana pembunuhan 

yang disertai mutilasi dalam Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg ? 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara 

atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian 

secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada 

fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu 

kebenaran. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian 

deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran 

suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain 

dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah 

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam 

aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya 

dalam praktik dan putusan-putusan hukum. 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara 

meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku 

serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, 

asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan 

perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan 

dengan perumusan penelitian. 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif 

adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat 

pada peraturan perundang-undangan.  Meniliti bahan kepustakaan atau data 

sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi 

vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

a. Pendekatan Kasus (Case Approach), dilakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi putusan pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Malang Nomor 

535/Pid.B/2019/PN Mlg.  

b. Pendekatan Konseptual (Copceptual Approach), dilakukan dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, 

yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian 

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu 

yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu 

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.  

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena 

dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya 

dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data kepustakaan.  

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang 

dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder 

dalam penelitian ini mencakup: 
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a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat 

yaitu : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana d 

3) Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN Mlg. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi 

mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik 

para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder terdiri 

dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana 

yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil 

penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.  

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan tema yang diteliti. 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat 

atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan 

objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, 

dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum. 

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian 

mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema 

dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan 

teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian 

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. 

 

B. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dimutilasi Di Indonesia 

Pengertian tentang menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan.  Menghilangkan 

nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu 

rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan 

catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa 

meninggalnya orang lain tersebut. 

 KUHP mengatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan dan 

ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian adalah 

tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 104-488 KUHP, dan 

tindak pelanggaran yang diatur dalam Buku II dari Pasal 489-569 KUHP. 

Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang  di dalam KUHP diatur 

dalam Buku II. 
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Pembunuhan dalam ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana 

kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia).  Pengertian dan batasan 

dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang 

ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan sengaja (deleuse doodslag).  

Menurut Leden Marpaung, “membunuh berasal dari kata bunuh yang 

berarti menghilangkan nyawa, mematikan”.  Pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua), 

yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja 

adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya 

nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk 

membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan 

kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak 

disertai niat penganiayaan.  

Kejahatan terhadap jiwa orang dalam hal ini terdiri atas : 

1. Pembunuhan biasa, yakni : pembunuhan dengan sengaja (dodslag) yakni Pasal 

338 KUHP. 

Pembunuhan sebgagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, tampak 

bahwa unsur-unsur dari delik tersebut adalah : 

a. Perbuatan delik : menghilangkan jiwa orang lain lain/kematian orang lain. 

b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya kematian tersebut 

adalah dimaksud, termasuk dalam niat. 

c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan segera (pembunuhan itu harus segera 

setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak berfikir lebih panjang). Pasal 

338 KUHP, mengatakan : barang siapa menghilangkan jiwa orang lain, 

dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima 

belas tahun”.  

Jenis delik ini diproyeksikan pada deretan jenis-jenis delik, maka : delik 

pembunuhan (doodlag) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP diatas 

adalah merupakan delik material, sebab Pasal 338 KUHP tersebut tidak 

dirumuskan dengan jelas. Karena Pasal 338 KUHP tidak jelas dan dirumuskan 

dengan perbuatan apa yang dilarang. 

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. 

Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Dan perbuatan tersebut 

dapat berupa perbuatan : memukul, menembak, meracuni, menikam dan 

sebagainya. Jadi asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ditujukan 

untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan 

yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah 

pembunuhan. Akan tetapi dalam hubungan ini harus dipahami bahwa untuk 

menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat 

menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami mengenai asas 

kausalitas atau sebab akibat. 

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan 

akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut 

menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang. Menurut teori individual, 

cara mencari sebab dari suatu akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu 

mencari atau dicari masalah-masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian 
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perbuatan yang konkrit dicari suatu perbuatan atau masalah yang dapat dianggap 

dari suatu sebab dari suatu akibat. 

Menurut Birkmeyer, yang harus dianggap sebab dari suatu akibat adalah 

“perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap timbulnya suatu akibat 

atau apa yang secara konkrit yang paling mempuyai peranan terhadap suatu 

akibat”. Menurut Jurisprudensi sesuai dengan Arrest Hogeraad tanggal 17 Juni 

1911 dimana H.R menyerahkan kepada “hakim sendiri” bila suatu perbuatan 

dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat. 

KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik kesimpulan 

dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, maupun dari pasal-pasal 

yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan dengan singkat perihal ajaran 

kausalitas yang ada hubungannya dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan 

“materi delik, maka kini hubungan yang sama, diuraikan juga mengenai 

kedudukan atau penempatan unsur “perbuatan dengan sengaja” seperti yang 

terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja…..”. Cara 

penempatan yang demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik 

tersebut yang letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya 

diliputi oleh perbuatan dengan sengaja. 

Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila 

dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok 

ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat ancaman hukuman tersebut. 

 Tindak pidana pembunuh dalam hukum Indonesia diatur secara umum 

didalam kitab undang-undang hukum pidana. Pengaturan tindak pidana 

pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia terdapat dalam 

Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pada bab ini, 

kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 

KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan 

oleh pelaku pembunuhan. 

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh 

manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan definisi di atas 

maka dapat dipahami bahwa mutilasi atau amputasi adalah suatu keadaan, 

kegiatan yang secara sengaja memisahkan, memotong, membedah atau 

membuang satu atau beberapa bagian dari tubuh yang menyebabkan berkurang 

atau tidak berfungsinya organ tubuh. 

Mutilasi sebagai tindak pidana dipergunakan kategori bahwa sebuah 

tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan tersebut telah 

diatur di dalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang terlarang baik secara 

formil atau materil. pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materil 

ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum 

pidana nasional yang berlaku.  

Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang 

mengatur tindak pidana mutilasi ini secara jelas dan tegas. Namun tidak berarti 

pelaku dapat dengan bebas melakukan perbuatannnya tanpa ada hukuman. 

Tindakan mutilasi pada hakekatnya merupakan tindakan yang sadis dengan 

maksud untuk menghilangkan jiwa, meniadakan identitas korban atau penyiksaan 
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terhadapnya. Sangatlah jelas dan benar jika tindak mutilasi ini dikelompokan 

sebagai tindak pidana bentuk kejahatan.  

Mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur, KUHP sebenarnya 

memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu 

bentuk penganiayaan, penganiayaan berat atau tindak pidana mutilasi. Hanya saja 

memang sangat diakui dalam kasus yang terjadi, sangatlah jarang pelaku 

melakukan mutilasi bermotifkan penganiayaan. tindakan mutilasi seringkali 

terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari tindakan mutilasi dengan tujuan 

agar bukti mayat tidak diketahui identitasnya. 

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Dengan Mutilasi 

Dalam Pandangan Ilmu Krimonologi 

Mutilasi dari sisi ilmu kriminologi adalah terpisahnya anggota tubuh yang 

satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab yang tidak wajar. Beberapa penyebab 

terjadinya mutilasi disebabkan oleh kecelakaan, bisa juga merupakan faktor 

kesengajaan atau motif untuk melakukan tindakan jahat (kriminal), dan bisa juga 

oleh faktor lain-lain seperti sunat. Sebagai suatu konteks tindak kejahatan 

biasanya pelaku melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan untuk 

membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban 

tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu. 

Alasan-alasan dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban 

tentunya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu pula. pelaku menderita 

gangguan jiwa, sejenis sadis. Pelaku terpuaskan bila orang lain menderita, 

terbunuh, terpotong-potong. Ini bisa diketahui dengan hanya melihat potongan-

potongan tubuh tersebut.  

Umumnya kalau motif yang dilatarbelakangi oleh motif cinta, 

potongannnya adalah di bagian-bagian genetalia seperti payudara, penis, dan yang 

lain. Namun kalau motifnya dendam, umumnya yang dimutilasi adalah bagian 

kepala. Kedua motif ini biasanya dilakukan dengan sengaja dan terencana yang 

disebabkan oleh rasa tidak puas pelaku mutilasi terhadap korban. 

Terlepas dari semua hal itu, kejahatan mutilasi sering sekali terjadi 

dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi dan gangguan 

kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya, pelaku sering 

sekali tidak puas untuk menyelesaikan kejahatannya. 

Motif utama pembunuhan mutilasi adalah menghilangkan identitas korban 

sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya. Menghilangkan 

identitas dengan cara memotong-motong tubuh juga mencerminkan kepanikan 

pelaku. Usai melakukan pembunuhan, pelaku biasanya panik dan mencari jalan 

pintas untuk menyelamatkan diri. pelaku pembunuhan mutilasi juga umumnya 

seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan apalagi jika pelaku berpikir untuk 

menghilangkan kepala, jari, dan tulang adalah cara pelaku untuk mempersulit 

penyelidikan. 

Maraknya modus mutilasi ini digunakan oleh para pelaku kejahatan terjadi 

karena berbagai faktor di samping untuk menghilangkan jejak, baik itu karena 

kondisi psikis dari seseorang dimana terjadi ganguan terhadap kejiwaan dari 

seseorang sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai 
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tindakan yang tidak manusiawi tersebut, karena faktor dari sosial, faktor asmara, 

faktor ekonomi, atau karena keadaan rumah tangga dari pelaku. 

Tindak pidana mutilasi (human cutting body) merupakan tindak pidana 

yang tergolong kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-

bagian tubuh tertentu dari korban. Apabila ditinjau dari segi gramatikal, kata 

mutilasi itu sendiri berarti pemisahan, penghilangan, pemutusan, pemotongan 

bagian tubuh tertentu. Dalam hal lain mutilasi itu sendiri diperkenankan dalam 

etika dunia kedokteran yang dinamakan dengan istilah amputasi yaitu, 

pemotongan bagian tubuh tertentu dalam hal kepentingan medis. Apabila 

terjadinya masalah kejahatan, maka perhatian masyarakat tertuju pada pelaku 

kejahatan tersebut, baik tentang pribadi maupun jenis kejahatan yang 

dilakukannya. Tetapi apabila dikaji secara mendalam hal ini tidaklah objektif jika 

memperhatikan pelaku pembunuhan dengan mutilasi tanpa meneliti faktor-faktor 

lain yang mendorong kejahatan tersebut. 

Pembunuhan dengan mutilasi termasuk dalam kejahatan yang tergolong 

sadis, dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau 

menghilangkan nyawa orang lain melainkan pelaku juga memotong-motong 

setiap bagian tubuh si korbannya. Biasanya kejahatan ini terjadi tergantung pada 

keadaan Psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan 

kejiwaan, pada pendapat lain ahli berpendapat bahwa kejahatan ini merupakan 

kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan,dengan maksud untuk 

menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukan lah pemutilasian tubuh 

korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui 

maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitasnya. 

Konteks tindak kejahatan orang melakukan tindakan mutilasi adalah 

dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan 

agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan 

dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban menurut adrianus 

tentunya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu pula, ini bisa diketahui dengan 

hanya melihat potongan-potongan tubuh tersebut. 

Di Indonesia kasus pembunuhan disertai mutilasi pertama kali muncul 

pada tahun 1960-an.6 Pada tahun 1970-an terjadi 3 (tiga) kasus serupa, dan 

pembunuhan yang disertai mutilasi mulai menjadi perhatian pada tahun 1985, 

dimana pihak kepolisian Jakarta Selatan menemukan jasad yang terpotong 

menjadi 13 bagian dan dimasukkan ke dalam dua dus besar. Kasus pembunuhan 

yang disertai mutilasi yang sangat menyita perhatian seluruh masyarakat 

Indonesia setelah kasus Babe, adalah kasus Ryan Jombang. Very Idam 

Henyansyah alias Ryan Bin Ahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang 

lainyaitu korban Hery Santoso, yang kemudian korban dimutilasi menjadi 7 

(tujuh) bagian. Kasus mutilasi lainnya terjadi di Bali, terdakwa Fikri terbukti 

bersalah merampas nyawa korban Diana Sari dengan rencana terlebih dahulu. 

Jasad korban yang telah dimutilasi kemudian di buang di 12 (dua belas) lokasi 

berbeda di wilayah kabupaten Klungkung dan Karangasem. 
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Kasus pembunuhan berencana dengan mutilasi yang baru-baru terjadi 

adalah kasus pembunuhan anggota DPRD Bandarlampung M. Pansor. Satu dari 

dua tersangka pembunuhan terhadap anggota DPRD Bandar Lampung M Pansor 

adalah Brigadir Medi Andika yang merupakan anggota polisi yang pernah jadi 

ajudan Kapolresta Bandar Lampung saat dijabat Kombes Dwi Irianto, beberapa 

tahun lalu. Saat ini, kedua tersangka juga ditahan. Informasi yang didapat Tribun 

Lampung, Medi dan Tarmizi ditahan di tempat berbeda. Medi ditahan di rumah 

tahanan Polda Lampung sedangkan Tarmizi di rumah tahanan Polresta Bandar 

Lampung. Sebagaimana diketahui, Pansor merupakan anggota Fraksi PDI 

Perjuangan DPRD Kota Bandar Lampung. Legislator ini dinyatakan menghilang 

pertengahan April 2016. Kasus ini terungkap bermula dari adanya penemuan 

mayat mutilasi tanpa identitas di Desa Tanjungkemala, Kecamatan Martapura, 

Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan.Warga hanya menemukan sepasang 

kaki dan potongan kepala. Sementara potongan badan hingga kini belum 

ditemukan. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan cukup panjang, 

termasuk tes deoxyribonucleic acid (DNA) di Pusat Laboratorium Forensik 

Mabes Polri, identitas mayat akhirnya teridentifikasi M Pansor. 

Kasus pembunuhan berencana mutilasi lainnya terjadi di Desa Telaga Sari, 

Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan Terdakwa bernama Agus alias 

Kusmayadi (31) Terdakwa terbukti membunuh Nur Atikah alias Nuri (34) di 

sebuah rumah kontrakan. Terdakwa membunuh korban dikarenakan Nur yang 

sering meminta pertanggungjawaban kepada Agus. Hal itu dilatar belakangi 

karena korban sudah dihamili. Sementara Agus sendiri sudah memiliki keluarga di 

kampungnya dan hubungan terlarangnya dengan Nur tidak diketahui. Terdakwa 

dikenakan pasal dalam surat tuntutannya setebal 131 halaman, Agus dinyatakan 

melakukan pembunuhan berencana terhadap Nur sesuai Pasal 340 KUHP. 

Sehingga dituntut 20 tahun penjara. Pasalnya, pembunuhan tersebut telah 

dipikirkan dulu oleh Agus sebelumnya. 

Selanjutnya Kasus pembunuhan berencana mutilasi yang terjadi di Jawa 

timur Kabupaten Situbondo dengan Terdakwa bernama Busari (30). Terdakwa 

membunuh dengan sadis terhadap Fitria Ningsih (21), yang tak lain adalah 

sepupunya sendiri. Terdakwa mengeksekusi korban dengan cara dicekik, lalu 

dipenggal kepalanya menggunakan celurit sampai putus. Dari hasil rekontruksi 

cukup jelas kalau pelaku merencanakan pembunuhan tersebut. Karena itu, 

pihaknya akan menjerat tersangka Busari dengan pasal 340 KUHP tentang 

pembunuhan berencana. Hasil pemeriksaan diketahui motif pembunuhan berlatar 

belakang hubungan asmara pelaku dengan korban. Fitria Ningsih mengaku hamil 

dan terus meminta dinikahi oleh pelaku. Permintaan itu membuat pelaku jadi 

panik, karena statusnya sudah beristri dan memiliki anak. Pelaku khawatir 

hubungan asmaranya dengan korban terbongkar. 

Pembunuhan dengan mutilasi ini merupakan contoh tindak pidana karena 

pengaruh perkembangan jaman. Kejahatan mutilasi merupakan suatu jenis tindak 

pidana yang digolongkan ke dalam bentuk kejahatan yang tergolong sadis (rare 

crime) oleh karena objek kejahatan tersebut adalah manusia baik dalam kondisi 

hidup maupun telah meninggal. 
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D. Pertimbangan Hukum Hakim  Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 

Yang Disertai Mutilasi Dalam Putusan NOMOR 

535/PID.B/2019/PN.MLG 

       Implementasi Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN 

Mlg dengan ancaman pidana mati, seumur hidup atau selama kurun waktu 

tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Terdakwa dalam kasus ini 

dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun sebagai implementasi dari keempat unsur 

dalam Pasal 340 KUHP sudah terpenuhi. Penjatuhan hukuman 20 (dua puluh) 

tahun kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN Mlg sudah 

tepat karena terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu : 

a. Terdakwa pernah dihukum; 

b. Perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban dan memotong-

motong tubuh korban (memutilasi) merupakan perbuatan yang sadis; 

c. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga 

menimbulkan perasaan takut dan dan membuat tidak aman di kalangan 

masyarakat; 

d. Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak jelas, tidak konsisten dan 

terlalu berbelit-belit selama persidangan perkara ini berlangsung. 

Pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut 

Barda N. Arief : pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan 

pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman 

pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. 

Pemidanaan (termasuk pola  emberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu 

gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak 

pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak 

pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang 

seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan 

demikian, pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk 

undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman 

pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan 

rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP (generic crime). Hal ini 

mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan Pola Pemberatan Ancaman 

Pidana dalam KUHP. 

Kasus tindak pidana pembunuhan disertai dengan cara mutilasi yang 

dilakukan oleh terdakwa, maka majelis hakim mempunyai pertimbangan yaitu : 

a. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 340 KUHP  dan alat bukti 

yang diajukan di dalam persidangan telah memenuhi syarat sehingga 

menimbulkan keyakinan bagi hakim, bahwa benar telah terjadi tindak pidana 

dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah 

terbikti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

pembunuhan dengan sadis yatu dengan cara mutilasi, seperti yang termuat 

dalam amar putusan. 

b. Fakta-fakta di persidangan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa 

telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan, serta selama persidangan 
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berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan 

pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dan/atau penghapus 

tindakan bagi terdakwa, maka terdakwa harus dipandang sebagai subjek 

hukum yang mampuh bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhkan 

pidana atau tindakan yang setimpal dengan perbuatannya. 

Berdasarkan vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan  pidana 20 (dua 

puluh) tahun lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 

pidana penjara seumur hidup penulis tidak setuju sebab perbuatan terdakwa sangat 

tidak berprikemanusiaan dan perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka yang 

mendalam bagi keluarga korban yang telah kehilangan salah satu anggota 

keluarganya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan dengan 

norma hukum yang berlaku serta bertentangan dengan norma agama. 

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menyebabkan keresahan 

dan ketakutan bagi masyarakat, sehingga perlu adanya ketegasan dari aparat 

penegak hukum, dalam hal ini majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang 

setimpal, agar hukuman tersebut mampu menjadikan pembelajaran khususnya 

bagi terdakwa, dan masyarakat pada umumnya, sehingga penjatuhan hukuman 

tersebut dianggap sesuai. 

Perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan yang telah 

merampas hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. 

Tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang 

tidak berperikemanusiaan. Terdakwa tidak pernah memperhitungkan bagaimana 

akibat yang akan terjadi dengan korban, dalam hal ini kerugian yang timbul bagi 

korban, baik dari segi moril maupun materiil. Penjatuhan hukuman oleh hakim 

terhadap para terdakwa dianggap sebagai suatu bentuk agar menciptakan keadilan 

bagi korban, bagaimana pun perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan, sehingga 

sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan demikian 

penjatuhan hukuman dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan ini 

dianggap telah sesuai. 

Tujuan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah untuk 

memperbaiki terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. 

Pemberian sanksi pidana dengan menimbulkan efek jera bagi pelaku berupa 

kepastian hukum, dengan memberikan pertimbangan dari segi pelaku berupa 

motif dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. sedangkan dari 

segi korban berupa penderitaan yang dialami korban, serta memberikan nasehat 

bagi terdakwa selama dalam proses persidangan, dengan tujuan agar terdakwa 

menyadari perbuatannya dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi 

masyarakat umum. 

Berdasarkan putusan majelis hakim, maka penulis tidak setuju terhadap 

putusan majelis hakim tersebut, sebab vonis majelis hakim yang menjatuhkan 

pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar 

terdakwa dihukum seumur hidup walaupun prinsipnya Majelis Hakim telah 

sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan 

dan pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat 
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mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yakni menuntut terdakwa 

agar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 

Menurut penulis bahwa pembunuhan berencana yang disertai dengan 

mutilasi berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yaitu  

jika pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-

nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain 

sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut tetapi berdasarkan 

fakta di persidangan  bahwa alat yang dipergunakan untukk membunuh korban 

bukanlah alat yang dipersiapkan terlebih dahulu  yaitu arti tetapi pembunuhan 

tersebut dilakukan dengan menggunakan golok yang bukan merupakan alat yang 

dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan tersebut. 

Kesimpulan 

1. Pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dimutilasi di Indonesia belum 

ada undang-undang maupun peraturan yang secara khusus mengatur tentang 

kejahatan dengan mutilasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Indonesia, tidak ada ketentuan khusus tentang tindak pidana mutilasi tetapi 

yang ada hanya tentang tindak pidana pembunuhan pada umunya saja sesuai 

yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP. 

2. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dengan mutilasi dalam 

pandangan ilmu krimonologi dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yakin faktor 

intrinsik (intern) dan faktor ekstrinsik (ekstern). Faktor intrinsik (intern) yaitu: 

faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor intellegence, faktor usia, 

dan faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor ekstrinsik (ekstern) yaitu: faktor 

pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor 

lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat. 

3. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku 

pembunuhan dengan mutilasi adalah perbuatan terdakwa merupakan 

perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, kejahatan yang 

mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat, bertentangan dengan 

norma hukum, norma yang hidup dalam masyarakat dan norma agama, oleh 

karenanya untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya yang akan 

mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan 

rakyat, maka terhadap terdakwa harus dipisahkan dan dijauhkan dari 

pergaulan masyarakat. 
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